
SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR I8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIR]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI KEDIRI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas

dari lnspektorat Kabupaten Kediri Nomor 8001121314'18'6612013

tanggal 13 Agustus 2013 perihal Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

serta Berita Acara Rapat Koordinasi Terkait Draf Peraturan Bupati

Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri Nomor 8OO/1539/418.6612013 tanggal 9 Okober

2013, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

2.



2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4578);

5. Peratutan Pemerintiah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

160, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4594);

6. Peraturan Pemerintiah Nomor I Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem

Pengendalian lntern Pemedntah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomo|l27, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo|l3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 201'l:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang

Norma Pengawasan dan Kode Etika peiabat pengawasan

Pemerintah;

12. Pe.alwan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oii tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4'l);

Peraturan Daerah Kebupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 84);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntem Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 26);

IiIEMUTUSKAN:

I5enetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 'l digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP menjadi

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

't4.

15.

16.

't7.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari lnspeKorat

Kabupaten Kediri Nomor 80011213 1418.6612013 tanggal 13 Agustus

2013 perihal Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat

Koordinasi Terkait Draf Peraturan Bupali Kediri tentang petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern pemerintah

(SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri nomor

800/'1539/418.6612013 tanggat 9 Oktober 2013 dengan hasil peserta

rapat memutuskan draf Peraturan Bupati Kediri teniang petunjuk

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian lntern

Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOg tentang

Sistem Pengendalian tntern pemerintah (Splp) dan selaniutnya
pembuatan Peraturan Bupati diproses di Bagian Hukum Kabupaten

Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 17 - '10 - 2013

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 17 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBAMN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
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4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran yang Diperlukan dalam
Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Kegiatan Pelaporan
(Besaran sumber dana yang dipertukan pada pengintegrasian ini sangat
beryantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daenh
masing-masing.)

5. Langkah Penetapan lnstrumen yang Digunakan dan Tata Gara
Penggunaannya
(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan
dalam pengintegnsrbn SPIP berikut tata can penggunaannya berdasarkan pada
langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan pioritas
pengendalian dan besamya abkasi anggann.)

BAGIAN Y. 
'A'TEGRAS' 

UNSUR SPIP DALAM MONITOR'NG EIIALUASI
LangkahJangkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk
mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen monitoring dan evaluasi.

A. Uraian Kegiatan dalam monitoring dan evaluasi (I[onev)
Pada Pemerintah Kabupeten Kediri proses monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan
melalui dua tingkatan proses monev, yaitu proses monev pada tingkat pemerintah
daerah dan pross monev pada tingkat perangkat daerah /unit kerja. Monev pada
tingkat pemerintah daerah merupakan monev yang bersifat strategis yang
memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan/atau mencegah
kegagalan pencapaian hasiUtujuan yang telah ditetapkan. Produk monev pada tingkat
ini bukan merupakan kompilasi hasil monev dari perangkat daerah.
Pada monev tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat
daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan monev pemerintah daerah.
Pada tingkat perangkat daerah juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas
untuk melaksanakan monev. Monev pada tingkat perangkat daerah/unit kerja
merupakan monev yang bersifat khusus sesuai dengan karaKeristik masing-masing
perangkat daerah/unit kerja untuk percepatan dan/atau mencegah kegagalan
pencapaian hasilftujuan yang telah ditetapkan pada tingkatan yang bercangkutan.
Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan lionitoring dan Evaluasi
Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan monev adalah untuk meberikan
keyakinan yang memadai bahwa:
1 . Tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan;
2. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk

pengembangan/penyempumaan 
;

3. Pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.
B. Langkah-langkah lnbgrasi unsur splp ke dalam Kegiatan llonitoring dan

evaluasi
l. Langkah ldentifikasi lnfrastruktur SPlp dalam prooes

dan Evaluasi
Kegiatan Monitoring

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan monev secara umum
Ignglfqq hngkahJangkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya
infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses monev, baik pada tingkatan
pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkahJangkah
minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses

monev (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan dengan peiaturan
perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;

2. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses monev;
3. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses monev;
4. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan monev;
5. dan lain-lain.



LAMPIMN I : PERATUMNBUPATIKEDIRI
NOMOR :18TAHUN2013
TANGGAL : 17 - 10 -2013

BAB I

PENDAHULUAN
BAGIAN l. GAIIiBARAN UMUM
A. Latar Belakang

undang-undan-g di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem

pengel6han keiangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat

bica-p"i jit<a seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas

keseluruhan kegiatan di 
' 

instansi masing-masing. Dengan .demikian maka

penyelenggaraan kegiatan pada suatu lnstansi Pemerintah, mulai dari perencanaan,
'pet jf saniin, pengawasan,'sampai dengan pgrta-nggungJqwaban, harus dilaksanakan

iecara tertib, ierkLndali, serta ehsien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem

yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada

iuaiu inbtansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efe6if,

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara,

dan mendorong 
-ketaatan 

terhadip peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal

sebagai Sisteri pengendalian lntem yang dalam penerapannya harus memperhatikan

rasa leadilan dan ke-patutan serta mempLrtimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat

dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut
pasal i33 ayat (lfPeraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Oaeia'n yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja'

transpiransi, Oan dt<uriiaUititas pengelolaan keuangan dagrah, kepala daerah

mengatur dan menyelenggarakan iistem _pengendalian intem- di lingkungan

f"rErint"n"n daeran yang-dipimpinnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

IOOA tentang Sistem Fen!'enialiin lntern Pemerintah antara lain pada Pasal 60 yang

mengatakan-ketentuan m-engenai SPIP di lingkungan pemerintah-.daerah.diatur lebih

t"n;ui A"ng"n Peraturan Gubemur atau Peraturan Bupatiryalikota dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Beidasarkan'ketenfuan tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kediri

Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian lntem
pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan ditindaklanjuti dengan
peraturan Bupati Ien6ng Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem

ienginOatian lntern Pemerintan ai linlfungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

B. DasarHukum- i. -Unaang-Undang 
Nomor 15 Tahun 20o4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Z. UnOi-ng-UnOang Nomo-r 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah- 

seUagiimana tilah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
4. Peratutan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Perituran Pemerintah j.l-omor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinefia lnstansi Pemerintah;
6. peraiuran pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

iengelolaan Keuangan Daerah-sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

denfan Peraturan Mlnteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 201 1;

g. i"r":trr"n Menteri Dalam Negeri Nohor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata

caraPengawasanAtasPenyelenggaraanPemerintahanDaerahsebagaimana
sebagaimina telah diubah dingai?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2009;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma

Pengawasan dan Kode Etika Pejabat Pengawasan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Daerah Kebupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja lnspektorat;
14. peraturan Dierah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Maksud dan Tuiuan
Maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan sPlP adalah tersedianya pedoman bagi

perangkat daerah dalam penyelenggaraan sPlP dilingkungan keda masing-masin9,

ienindga penyelenggarabn t<egiatan di setiap perangkat daerah mulai dari

pereriinaan, 
-pelalisanaan, 

pengawasan, sampSi dengan pertanggungjawaban'

dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Sasaran dan Ruang LingkuP
sasaran adalah 

- terselenggaranya sPlP dalam setiap proses pelaksanaan

programftegiatan baik padi- tingfat perang_kat. daerah maupun pada tingkat

[erieiinan-oaerah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh perangkat daerah mulai

dari pemerintah daerah slmpai dehgan pemerintahan desa, para pertgelola keuangan

J"ton (p"ngguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Komitmen, Bendaharawan dan Verifikator)
Sisbmatika PenYajian
Sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan

Bab kesatu terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

1. Gambaran Umum Juklak
Menguraikanlatarbelakang,dasarhukum,maksuddantujuan'sasaEn
dan ruang lingkup serta sistematika penyajian'

2. Gambaran Umum SPIP
Menguraikantujuan,manfaatdanunsurSP|PsertaDaftarUji
Pengendalian lntem Pemerintah.

Bab ll : Pembangunan dan Pengembangan
Bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pembangunan SPIP
Mengura-kanpemahaman,pemetaan,pembangunaninfrastrukturSP|P
dan PeneraPan unsur SPIP.

2. Pengembangan
Meiguraikai pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur

SPIP.
Bab lll : lntegrasi Unsur SPIP kedalam proses manajemen

Bab ini terdiri dari 5 (lima) Bagian yaitu :

1. lntegrasi unsur SPIP dalam Perencanaan
Balian ini menjelaskan tentang uraian perencanaan dan langkah-

langkah integrasi unsur SPIP ke dalam perencanaan'

2. lntegrasi Unsur SPIP dalam Penganggaran
sdi"n ini menjelaskan tentang uraian penganggaran dan langkah-

langkah integrasi unsur SPIP ke dalam penganggaran'
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3. lntegrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran
Bagian ini menjelasakan tentang uraian kegiatan pelaksanaan anggaran
dan langkah - langkah integrasi unsur SPIP ke dalam pelaksanaan

anggaran.
4. lntegrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan

Bagian ini menjelaskan tentang uraian kegiatan pelaporan dan langkah -

langkah integrasi unsur SPIP ke dalam kegiatan pelaporan.

5. lntegrasi Unsur SPIP dalam Monitoring Evaluasi
Bagian ini menjelaskan tentang uraian kegiatan monitoring dan evaluasi
(monev) dan langkah - langkah integrasi unsur SPIP ke dalam kegiatan
monev.

Bab lV : Pengorganisasian
Bab ini terdiri dari 2 (dua) Bagian yaitu:
1. Struktur Organisasi

Bagian ini menguraikan Struktur Organisasi Satuan SPIP'
2. Tata Kerja

Bagian ini menjelaskan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan
pengendalian dan tahap pelaporan dan evaluasi.

BAGIAN II. GAMBAR,AN UMUTT SPIP
A. Tujuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20o4 tentang Perbendaharaan Negara, di bidang

Keuanlan Neglra membawa implikasi perlunya sistem Pengelolaan Keuangan

t'l"gari yang libih akuntabel dan tiansparan dengan menerapkan SPIP. Pasal-pasal

yang te*ait dengan penerapan SPIP antara lain adalah :

I Fasat S5 
- ayit (4i : Menteri/Pimpinan lembaga selaku. Pengguna

Anggaran/Pengguna birang memberikan pemyataan bahwa_ pengelolaan APBN

te6h' diselenggirat<an berd-asarkan Sistem Pengendalian lntem yang memadai

dan akuntransi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).
. pasal 5G 

'ayai (4) : Kepala Perangkat Dagqh selaku. Pengguna

Anggaran/Pengigun"'Barang memberikan pemyataan bahwa. pengelolaan APBD

telih' diselenggirafan berdlsarkan Sistem Pengendalian lntem yang memadai

dan akuntansi kCuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).
. pasal SA ayat (tj aan ayat (2) memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan

mengenai iistdni peng6ndaliin intern 
. 
pemerintah se@ra menyeluruh dengan

peraturan pemerinLtt.-Sistem Pengendalian lntem dalam Peraturan Pemerintah

ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian lntern melekat sepanjang

iegiatan, di'pengiruni obh sumber.daya manusia, serta hanya memberikan

kelakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak'

setaniutnya tl*iit aengan' pemerikiaan pengelolaa.n dan__pertanggungjawaban

keuangan negara, yang d-iatur bahm undang-undang Nomor 15 Tahun 20o4 tentang

pemer]ksaan- p"n6"ioi"in dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan

bahwa:. Pasal 11 : Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa

melakukan p.ngrji"n din pinilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intem

pemerintah.
.Pasalg:BPKdapatmemanfaatkanhasilpemeriksaanAparatPengawasanlntern

pemerintah. oaiJm naf ini, laporan hasii pemeriksaan intem pemerintah wajib

disampaikan kePada BPK.
eenerapan sprp tJrseuui dipertegas dalam pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 5g ranun io-os ten'tang 
-eengelolaan Keuangan Daerah y€ng menyatakan

bahwa dalam rangia ;eniigratxin kinerja, transparansi, dan akuntabilitas

fengelolaan feuang";n daerah,'kepala daerih mengatur dan meny.elenggarakan

li"tJrn p.ngtndaliariintem di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya'
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Selanjutnya pengaturan lebih lanjut dari Pasal 58 ayat (1) dan ayal (2) UU Nomor 1

Tahun 2004, diputuskan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian lntern Pemerintah yang menjaba*an latar belakang dan arti penting
penerbitan peraturan untuk mengatur'urusan intemal" Pemerintah dan Pemda.
Dengan uraian tersebut diatas, maka sistem yang dikenal sebagai Sistem
Pengendalian lntern, dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan serta memperlimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi lnstansi Pemerintah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tujuan adanya suatu

sistem yang disebut Sistem Pengendalian lntem Pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan
sebagai berikut :

- Kegiatan pengendalian adalah wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pimpinan

lnstansi Pemerintah dalam menyelenggarErkan keseluruhan kegiatan di instansi
masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada lnstansi Pemerintah tersebut,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan
pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien

dan efektif.
- Adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa

penyelenggaraan kegiatan pada suatu lnstansi Pemerintah dapat mencapai

iujuinnya secara efisien dan efe6if, melaporkan pengelolaan keuangan negara

secara 
-andal, 

mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap
peraturan Perundang-undangan.

B. ltianfaat
Pemerintahan yang diselenggarakan secara amanah berdasarkan prinsip-prinsip good

govemance bagaiian atapEatu bangunan bemegara yang kokoh..yang melindungi

6emua ,nsu, ylng bersatu dalam suatu negara (pemerintahan, wilayah. kekuasaan

dan rakyatnya). Rtap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandasi dengan

akuntabilitaa keuangan- negara. Akuntabilitas keuangan negara adalah

pertanggungjawaban dengan mlmberikan penjelasan atas penggunaan sumberdaya

yang [Jwen-angannya diberikan oleh seluruh konstituen unsur pembenluk negara

intik mewulud-kan 
-tujuan 

bemegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen

dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Untuk menjadikan atap blngunan bemegara yang kokoh !ers9!ut tentunya harus

didukung dengan pilar-ilitar fnyangga yang menjadi fondasi dari bangunan tersebut.
pilar pdnyangga 

'tersebut 
antara 

-liin 
menyatu dalam implementasi SPIP untuk

mJwujuo(an ii<untabilitas keuangan negara. Pilar tersebut akan berfungsi sebagai

penyangga jika dirasakan adanyi manfiat dari SPIP yang merupa.kan penrujudan

benienOatiah manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara yang

iiteiaptan pada seluruh instansi Pemerintah. Dengan. demikian manfaat SPIP

sebajai pilar penyangga tenrujudnya akuntabilitas keuangan negara dapat

dirum-uskan *bigai'kei|ndaan siatu sistem yang membeikan iaminan tercapainya

beberapa tujuan ikuntabititas keuangan Negara, dengan rincian sebagai.berikut :

i. i.i6.p"inv" efegivitas dan efisiensi pencapaian tujuan lnstansi Pemerintah

sebagai bagian dari organisasi para penyelenggara negara'

2. Ada;;a jiminan keindalan'pelaporan keuangan yang. diterbitkan lnstansi
pemerintin sehingga dapat difercaya baik dalam intemal lnstansi Pemerintah

maupun oleh ekst6mal lnstansi Pemerintah yang menggunakan laporan keuangan

tersebut.
3. Terciptanya pengamanan aset negara yang dibawah kew.enangan. lnstansi

pemirintitr untuk mengelola aset tersebut dalam rangka melaksanakan

aktifitrasnya untuk mencapai tujuan berorganisasi dan bemegara'

4. Terlaksananya ketaatan terhidap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan diberlakukan kepada lnstansi Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara

negara.
Tuluai bernegara dan berbangsa dapat diyakini akan dicapai bila para penyelenggara

pemerintaharidapat melaksanikan pemerintahan secara berakuntabilitas.
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Umur SPIP
SPIP wajib diselenggarakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya empat tujuan yang merupakan Pilar-pilar Penopang dari peMujudan

tujuan G'rbangsa dan bemegara. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di

atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari:
1. Lingkungan Pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4

s.d Pasal 12 PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Penilaian Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13s.d Pasal lTPP

Nomor 60 Tahun 2OO8 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang

dapat menggagalkan dicapainya tujuan.
3. Kegiatan penglndalian yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

184.d Pasal 40 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk mengamankan {ap proses yang

diperlukan dalam mencapai tuiuan yang diinginkan.
4. lnformasi dan komunikasi yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 41 s.d Pasal 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui, dan
mendeteksi secara dini setiap pemasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi

untuk mencapai tuiuan.
5. Pemantauan pengendalian intem dilakukan untuk mengetahui efektivitas

beroperasinya sistem pengendalian intem yang ada sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 43 s.d Pasal 48 PP Nomor 60 Tahun 2008.
Daftar Ujl Pengendallan lntsrn Pemerintah
Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian lntern sudah dirancang dan

diimplementasikan dengan baik, dan se@ra memadai diperbaharui unluk memenuhi

keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara lerus-menerus-
Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 PP 60 Tahun 2008,
pimpinan lnstansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain.melalui evaluasi
ierpisah atas Sistem Pengendalian lntem di lingkungan masing-masing. Pemantauan

ini berguna untuk mengidentitikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan'
pemboiosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mtsmanag,emeno.

iJntuk tujuan tersebu[ Daftar Uii Pengendalian lntem Pemerintah sebagaimana
lampiran 

- 
PP 60 tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu pimpinan lnstansi

Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa .iauh pengendalian

intem suatu lnstansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, .iika perlu, untuk

membantu menentukan apa, bagian mana' dan bagaimana penyempumaan

dilakukan.
Daftar Uii Pengendalian lntern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan

unsur Sistem P;ngendalian lntern. Masing-masing bagian berisi daftar faktor utama

yang harus dipe-rtimbangkan saat mengevaluasi masing-masing unsur Sistem

i'en-gendalian tntern yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur

Sist6m Pengendalian'lnte.m. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah

butir-butir ya;ng harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi'

Butir-butir iers;but dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-

hal spesifik yang menun ukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi'

Pengguna hiruJ mempeltimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan:

(1) lieiesuaian penerapan butir tersebut dalam situasitertentu,

izi kemampuan lnstansi Pemelintah dalam menerapkan butir tersebut,
(3) kelemahan pengendalian yang mungkin Griadi' dan

i+i pengarun bu$i tersebut terhadap kemampuan lnstansi Pemerintah dalam

mencapai visi, misi, dan tuiuannya.
Daftar uji ini juga dimaksudlian untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan

rnengenii irpte-mentasi unsur-unsur Sisiem Pengendalian lntern lnstansi Pemelintah'

Dafr; Uri Pengendalian lntem Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan

lnstansi Femerintah dan evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta

dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing lnstansi

ilmerintatr. Dalam men6rapkan daftar uji ini pedu dipertimbangkan tuiuan lnstansi

Pemerintah dan aspek biayi dan manfaatnya. Pengguna harus mempertimbangkan

butir$utir yang retevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya iika perlu

D.
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sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi lnstansi Pemerintah. Selain itu,
pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk
memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur Sistem
Pengendalian lntern.

BAB !I
PEiiBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Penerapan SPIP memerlukan dua tahap besar yaitu tahap pembangunan SPIP dan tahap
pengembangan sPlP. Tahap Pembangunan sPlP adalah merupakan tahap pertama dari
penerapan SPIP. Sedangkan Tahap Pengembangan SPIP adalah merupakan tahap kedua
atau lanjutan setelah SPIP dapat dibangun dan diterapkan sepenuhnya.
Masing-masing tahap tersebut di atas mempunyai proses secara berurut adalah
sebagaimana dijelaskan di bawah.

BAG'AN I, PEMBANGUNAN
Tahap pembangunan sPlP adalah keseluruhan upaya pemerintah daerah membangun

seluruh unsur SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan, perangkat

daeiah, sampai dengan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil

akhir penerapan sPlP pada tahap pembangunan adalah dapat diwujudkannya sPlP
sebagaimana dimaksud dalam definisinya, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam
tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.
Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurut yaitu:

a. Pemahaman.
b. Pemetaan.
c. Pembangunan lnfrastruKur.
d. Penerapan.
Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan SPIP dan langkah kerjanya
adalah sebagaimana diuraikan di bawah.
A. PEMAHAUAN
1. Kegiatan Pemahaman

fegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan seluruh pegawai
perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil memahami mengenai tujuan SPIP, unsur-
unsur- SPIP, kerangka kerja dasar pembangunan dan pengembangan SPIP, dan
kerangka kerja dasar penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan
dan tindakan sehari-hari para peiabat dan pegawai.

2. Langkah Keria Pemahaman
1. Mehkukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai

instrumen sosialisasi yang efektif.
2. Melakukan pendidikan dan latihan.
3. Membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

B. PEIUIETAAN
1. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan pegawai perangkat

daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan identifikasi unsur-unsur SPIP yang

nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.
ldentifikasi meliputi unsur-unsur SPIP, tindakan dan kegiatan dimana unsur-unsur SPIP
akan diintegrasikan.

2. Langkah Kerla Pemetaan
1. Mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap

unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji.
2. Melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi

mengenai hal-hal berikut:
a. Unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali.
b. Unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memedukan penyempumaan'



c.
1.

7

c. Unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
3. Membuat daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya.
4. Menyebarkan daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infraskukturnya kepada

masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan
persetujuan atau konfi rmasi.

(Langkah pemetaan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uii dalam Lampiran ll)

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Kegiatan Pembangunan lnfrastruktur
Kegiatan pembangunan infrastruKur SPIP adalah kegiatan menyediakan infrastruktur

hasil pemetaan.
Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP, perlu diperhatikan agar: tidak
menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waKu penyelesaian kegiatan sehari-hari
yans dianggap normal, mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.

mempertimbangkan kondisi masa depan yang diharapkan.

2. Langkah Keria Pembangunan lnfrasfuktur
a. Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai

sebagai dasar perencanaan pembangunan:
1. Oiftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-

undangan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan perangkat

daerah.
2. Daftar unsur-unsur sPlP yang pembangunannya akan lebih efektif jika dibangun

pada tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, atau unit kerja dari suatu
perangkat daerah.

3. Daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya

(angka panjang, menengah, dan pendek).
4. Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya

pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP.

b. Membuat skala prioritas awal.
c. Menghitung anggaran yang diperlukan.
d. Merancang program pembangunan SPIP.
e. Membuat ikala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam

jangka panjang, menengah, dan pendek.

D. PENERAPAN UNSUR.UNSURSPIP
l. Kegiatan Penerapan Ungur-unsur SPIP

Ke!'iatan penerapan unsur-unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah

adi, diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan

seluruh pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri.
Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut:
1. sPlP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan bukan sekedar formalitas saja.
2. befuruh pengguna anggaran harus memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam

setiap pela[Janaan inggaran, sehingga memberikan keyakinan yang memadai

bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.
3. Setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aKif melakukan pembinaan

SPIP di instansinYa.

2. Langkah Kerja Penerapan Unsur-unsur SPIP
i. M'emasangkan/menginstalasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan

sehari-hari.
2. Mengujicobakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses.

3. Jika teidapat kekuranganftelemahan, agar dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu,

agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.
4. penjelasan mengenai proses pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam tindakan

dan kegiatan sehari-hari akan dijelaskan pada Bagian lll.
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BAGIAN II. PENGEMBANGAN
Tahap pengembangan adalah tahap lanjutan setelah tahap pembangunan pertama, dimana

kondisiirya 
-adalah 

bahwa SPIP secara signifikan telah terintegrasi dalam tindakan dan

kegiatan sehari-hari.
Pada tahap pengembangan, terdapat tiga kegiatan, yaitu pemahaman, pemetaan, dan
pembangunan infrastruktur.
A. PEMAHAMAN
a. Kegiatan Pemahaman

Keg-iatan pemahaman dalam tahap pengembangan adalah kegiatan dimana seluruh
pimpinan dan pegawai memperoleh pemahaman yang memadai bahwa 

. 
unsur sPlP

secara signifikan perlu pengembangan lebih lanjut berdasarkan bekedanya unsur
"pemantauin" atau adanya rekomendasi dari lnspektorat, BPKP, dan/atau BPK'

b. Langkah Keria Pemahaman
1. Menguji kebenaran hasil pemantauan.
2. Sosialisasi hasil pemantauan yang telah diuji.

B. PEMETAAN
1. Keglatan Pem6taan

Kegiatan pemetaan dalam tahaP
untuk mengetahui lebih dalam
pengembangan SPIP.
ldentifikasi meliputi hal-hal berikut:

pengembangan adalah kegiatan pengidentifikasian
mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna

1. Pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan.
2. Pemetaan terhadap tindakan dan kegiatan, dimana unsur-unsur sPlP akan

diintegrasikan.
2. Langkah Keria Pemetaan

a. Membuat daftar uji mengenai:
2. Unsur-unsur SPIP yang telah dibangun dan perlu dipertahankan.
3. Unsur-unsur SPIP yang telah dibangun, namun masih memerlukan

pengembangan.
b. Me;bu;t daftai unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya, dan

menyebarluaskannya kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi.

C. PEXIBANGUNAN TNSFRASTRUKTUR
l. Kegiatan Pembangunan lnfrastruktur

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP pada tahap pengembangan merupakan

kej.iatan penyempumaan terhadap SPIP yang telah dibangun sebelumnya, dengan

mdmpertimUahgkan hasil pemantauan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok

pengawasan intem.
2. Langkah Kerja Pembangunan lnfrastrukfur

secara umum langkah kerja pembangunan infrastruKur pada tahap pengembangan

hampir sama dengln pada tahap pembangunan, hanya saja perlu diperhatikan bahwa

lingliup pekerjaan dan biaya yang diperlukan, harus lebih kecil dibandingkan pada tahap
pembangunan.
a. Mem6uat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai

sebagai dasar perencanaan pembangunan:
1) Diftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukal O!ratt191 perundang-

undangan di tingkai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan

Perangkat daerah.
4. baftaiunsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efeKif jika dibangun

pada tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, atau unil kerja dari suatu
perangkat daerah.

5. Daftai unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya
(angka panjang, menengah, dan pendek).
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6. Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya
pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP.

b. Membuat skala prioritas awal.
c. Menghitung anggaran yang diperlukan.
d. Merancang program pembangunan SPIP.
e. Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam

jangka panjang, menengah, dan pendek.

BAB III
INTEGRASI UNSUR SPIP KEDALAM PROSES IIANAJEMEN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa inti
Sistem Pengendalian lntem adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan,
yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu sistem yang besar,
maka Sistem Pengendalian lntem tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan ke
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Proses pengintegrasian unsur SPIP ke dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana diuraikan pada bab-bab
di bawah ini:
Secara umum langkahJangkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP
manajemen adalah sebagai berikut:
1. mengidentifikasi infrastruktur SPIP, langkah minimal yang dapat

ke dalam proses

dilakukan adalah
sebagai berikut:
a. ldentifikasi infrastruktur yang dapaUtrarus digunakan oleh lebih dari satu proses

manajemen pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
b. ldentifikasi infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses manajemen tingkat

pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
2. membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses

manajemen yang memerlukan pengendalian tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau
kegiatan.

3. mengindentifikasi instrumen yang dibutuhkan agar infrastruktur dapat diintegrasikan ke
dalam proses manajemen, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a. ldentifikasi instrumen yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan

pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
b. ldentifikasi instrumen yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan

tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.
4. menetapkan alokasi anggaran untuk implementasi pada tingkat pemerintah daerah,

SKPD, atau kegiatan.
LangkahJangkah pengintegrasian unsur-unsur sPlP ke dalam proses manajemen secara
lebih spesifik adalah sebagai berikut :

BAGIAN I. INTEGRASI U'VSUR SPIP DALAM PERENCANAAN
A. Uraian Perencanaan

Pada Pemerintah Kabupaten Kediri, proses perencanaan dilakukan melalui dua
tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perenc€lnaan pada tingkat pemerintah
daerah dan proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja.
Perencanaan pada tingkat pemerintah daerah merupakan perencanaan yang bersifat
menyeluruh/komprehensif dan mengarah pada satu hasil/tujuan tertentu. Produk
perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses
perencanaan pada tingkat perangkat daerah (SKpD). Dengan demikian, tindakan
perencanaan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri bukan merupakan kompilasi
perencrnaan dari perangkat daerah/unit kerja.
Pada perencanaan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat
daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan pemerintah
daerah,
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Pada tingkat perangkat daeraMunit kerja juga ditunjuk pejabat atau unit kerja yang
bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat perangkat
daerah/unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan
karaKeristik masing-masing perangkat daerah/unit kerja untuk mencapai satu
hasiUtujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasilftujuan yang ditetapkan dalam
perencanaan pada tingkatan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai :

1. Tidak adanya konflik antar dokumen perencanaan;
2. Tidak adanya konflik atas hasil-hasil program/kegiatan;
3. Tidak adanya konflik strategi atas pelaksanaan program/kegiatan; dan
4. Tidak adanya duplikasi kegiatan.
Langkah - Langkah lntegrasi Unsur SPIP ke dalam Perencanaan
1. Langkah ldentifikasi lnfrastrukturSPIP dalam Prosos Kegiatan Perencanaan

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan perencanaan secara umum
mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya
infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses perencanaan, baik pada
tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-
langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1 . ldentifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan
dengan proses perenc€lnaan (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan
kebutuhan daerah;

2. ldentifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses
perencanaan;

3. ldentifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses
perencanaan; dan

4. ldentifikasi ketersediaan unsur-unsur sPlp dalam proses kegiatan perencanaan.
2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas pengendalian pada Setiap

Tingkatan dalam Percncanaan
Memperhatikan langkahlangkah secara umum di atas, maka pada langkah-
langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses perencanaan adalah
dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari
setiap proses perencanaan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan,
$ik nada tlngkat pemerintah daerah, SKpD, maupun kegiatan.
Titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukin perhatian/pengendalian
antara lain adalah:
1. Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Kesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah;3. Kesesuaian perencanaan jangka menengahdengan jangka pdndek;
4. Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan visi din misi-Bupati/ Kediri; dan5. Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja di bawihnya.

3. Langkah ldentifikasi lnstrumen Pengendalian pada setiap Tingkatan dalam
Percncanaan
Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu
instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang
perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang
diperlukan dalam mengintegrasikan splp ke dalam proses perencanaan. Langkah--
langkahnya adalah :

a. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang tidak
memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat fem-erintah
daerah, SKPD, atau kegiatan

b. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang
memedukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada kegiatan sKpD atau
Pemerintah Daerah.
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4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran yang Diperlukan dalam
Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Perencanaan
(Besaran sumber dana yang dipedukan pada pengintegrasian ini sangat
bergantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daenh
masing.masing.)

5. Langkah Penetapan lnsfumen yang Digunakan dan Tata Cara
Penggunaannya
(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan
dalam pengintegrasr'an SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasafuan pada
langkahJangkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan pioritas
pengendalian dan besamya alokasi anggann.)

BAGIAN II. 
"VTEGRAS' 

U'VSUR SPIP DALAM PENGANGGARAN
Langkah-langkah dibawah ini adalah langkahJangkah minimal yang dapat digunakan untuk
mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen penganggaran

A. Uraian Penganggaran
Pada Pemerintah Kabupaten Kediri, proses penganggaran dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu proses penganggaran pada tingkat perangkat daerah/unlt kerja
dan proses penganggaran pada tingkat pemerintah daerah. Penganggaran pada
tingkat pemerintah daerah merupakan penganggaran yang bersifat
menyeluruh/komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang
telah ditetapkan dalam proses perencanaan.
Pada penganggaran tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan
perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan penganggaran
pemerintah daerah, yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai
dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.
Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran
Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran adalah untuk meberikan
keyakinan yang memadai mengenai:
1. Tidak adanya konflik dengan stiandar anggaran.
2. Tidak adanya konflik jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pembayaran.
3. Tidak adanya duplikasi kegiatan.

B. Langkah - Langkah lnbgrasi Unsur Splp ke dalam penganggaran
l. Langkah ldentfikasi lnfrastruktur Splp daiam- proees Kegiatan

Penganggaran
Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan penganggaran secara umum
mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya
infrastruKur yang hanya digunakan oleh satu proses penganggaran, baik pada
tingkatan pemerintah daerah, SKpD, atau kegiatan. secara spesifik, maka langkah-
langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses
penganggaran (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan
daerah;

2. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses
penganggaran;

3. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses penganggaran;
dan

4. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan penganggaran.
2. Langkah Penetapan Titik Perhatian prioritas pengendalian pada setiap

Tingkatan dalam Penganggaran
Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-
langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses penganggaran
adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikali titik-titik
dari setiap proses penganggaran yang memerlukan pengendalian pada setiap
tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKpD, maupun kegiatan.
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memerlukan

a. Kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan masing-masing perangkat
daerah/unit keda dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan;

b. Kesuaian penetapan hasil-hasil program/kegiatan masing-masing perangkat
daerah/unit kerja;

c. Kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan program/kegiatan, masing-
masing perangkat daerah/unit kerja; dan

d. Kesesuaian skala prioritas terhadap hasil-hasil program/kegiatan dam strategi
pencapaiannya, bila terdapat keterbatasan sumber daya.

3. Langkah identifikasi instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam
penganggaran
Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu
instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang
perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang
diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses penganggaran.
LangkahJangkahnya adalah :

a. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang tidak
memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah
daerah, SKPD, atau kegiatan;

b. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang
memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah
daerah, SKPD, atau kegiatan.

4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran yang Diperlukan dalam
Penginbgraeian SPIP ke dalam Proses Penganggaran
(Besaran sumber dana yang diprtukan pada pengintegrasian ini sangat
beryantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daetah
masing-masing.)

5. Langkah Penstapan lnetrumen yang Digunakan dan Tata Cara
Penggunaannya
(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan
dalam pengintegnsian SPIP beikut tata care, penggunaannya bedasa*an pada
langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada tangkah penetapan pioritas
pengendalian dan besamya alokasi anggann.)

BAGIAN III.'A'TEGRAS' U'VS IIR SPIP DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
LangkahJangkah di bawah ini adalah langkahJangkah minimal yang dapat digunakan untuk
mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen anggaian

A. Uraian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran
Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan pelaksanaan anggaran adalah untuk
meberikan keyakinan yang memadai mengenai:
1. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
2. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
3. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil

_ program/kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).
B. LangkahJangkah lntegrasi Unsur Splp ke dalam pelaksanaan Anggaran

1. Langkah ldentifikasi infrasbukhrr SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaksanaan
Anggaran
Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran secara
umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya
infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses peliksanaan anggaran, biik
pada tingkatan pemerintah daerah, SKpD, atau kegiatan. Secara spisifik, maka
langkahJangkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :



13

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses
pelaksanaan anggaran (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan
kebutuhan daerah;

2. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaksanaan
anggaran;

3. Ketersediaan sumber daya manusia be*aitan dengan proses pelaksanaan
anggaran;

4. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran;
5. dan lain-lain.

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Pelaksanaan
Anggaran
Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-
langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan
anggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi
titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pengendalian.
Titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan
perhatian/pengendalian antara lain adalah:
l.Kesesuaian langkahJangkah pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil

program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program

dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil

program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat
dikendalikan.

4. dan lainJain..
3. Langkah ldentifikasi lnstrumen Pengendalian pada pelaksanaan Anggaran

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memedukin suatu
instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang
perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang
diperlukan dalam mengintegrasikan splp ke dalam proses pelaksanaan anggaran.
LangkahJangkahnyaadalah :

1. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran
yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri;

2. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran
yang memerlukan pembiayaan tersendiri.

4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran yang Diperlukan dalam
P_engintegrasian SPIP ke dalam proses pelaksanaan Anggaian
(Besarun sumber dana yang dipedukan pada pengi{egnsian ini sangat
beryantung pada langkah-langkah sebelumnya dan sesuii deigan kondisi daerah
masing-masing.)

5. Langkah Penetapan lnstrumen yang Digunakan dan Tata Cara
Penggunaannya
(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan
dalam pengintegnsran sP/P beikut tata can penggunaannya bedasarklan pada
langkah-langkah *belumnya, khususnya pada iangkah penetapan priitritas
pengendalian dan besamya alokasi anggann.)

BAGIAN IV. 
'A'TEGRAS' 

U'VSUR SPIP DALAN PELAPORAN
Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk
mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen pelaporan -

A. Uraian Kegiatan pelaporan
Pada Pemerintah Kabupeten Kediri, proses pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan
proses pelaporan, yaitu proses pelaporan pada tingkat pemerintah daerah dan frosespelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja. pelaporan pada iingkat
pemerintah daerah merupakan pelaporan yang bercilat menyeluruh/i<omprehinsif
yang memberikan informasi pencapaian hasil/tujuan tertentu. Produk pelapoian pada
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tingkat ini merupakan hasil dari proses pelaporan pada tingkat perangkat daerah.
Namun demikian, tindakan pelaporan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri
bukan merupakan kompilasi pelaporan dari perangkat daerah.
Pada proses pelaporan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan
perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses pelaporan
pemerintah daerah.
Pada tingkat perangkat daerah juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas
untuk melaksanakan proses pelaporan, Pelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit
kerja merupakan pelaporan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-
masing perangkat daerah/unit kerja yang memberikan informasi pencapaian suatu
hasil/tujuan tertentu.
Tujuan Pengendalian pada Prosee Kegiatan Pelaporan
Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaporan adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai
bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan:

B. Langkah-langkah lntegrasi Unsur SPIP ke dalam Kegiatan pelaporan

l. Langkah ldentifikasi lnfrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaporan
Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaporan secara umum
mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya
infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaporan, baik pada
tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka
langkahJangkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
'1. Ketercediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses

pelaporan (Perda, Peraturan Bupati) yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;

2. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaporan;
3. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaporan;
4. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaporan;
5. dan lain-lain.

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Kegiatan
Pelaporan
Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-
langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses kegiatan pelaporan
adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik
dari setiap proses kegiatan pelaporan yang memerlukan pengendalian pada setiap
llngkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKpD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan perhatian/pengendalian
antara lain adalah:
1. Kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang dilaporkan;
2. Kesesuaian antara standar pelaporan dengan laporan yang disajikan ;

3. Kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan;
4. dan lain-lain.

3. Langkah ldentifikasi lnstrumen Pengendalian pada Kegiatan pelaporan
Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu
instrumen untuk dapat dioperasionalkan. untuk itu pada tahap ini langkah yang
perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang
dipedukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses kegiatan pelaporan-.
LangkahJangkahnya adalah :

1. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang
tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tirigkat
pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan;

2. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang
memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah
daerah, SKPD, atau kegiatan.
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2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi
Memperhatikan langkahJangkah secara umum di atas, maka pada langkah-
langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses kegiatan monev
adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik
dari setiap proses kegiatan monev yang memerlukan pengendalian pada setiap
tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.
Titik-titik dari setiap proses monev yang memerlukan perhatian/pengendalian
antara lain adalah:
a. Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi;
b. Kesesuaian pelaksanaan dengan standar/kriteria;
c. dan lain-lain.

3. Langkah ldentifikasi lnsfumen Pengendalian pada Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi
Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu
instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk ltu pada tahap ini langkah yang
perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang
diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses kegiatan monev.
Berkaitan dengan pengidentikasian instrumen yang berEangkutan, terdapat dua hal
yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monev yang
tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat
pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan

b. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monev yang
memerlukan pembiayaan tercendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah
daerah, SKPD, atau kegiatan

4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam
Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Kegiatan tlonitoring dan Evaluasi
(Besann sumber dana yang dipedukan pada pengintegnsian ini sangat
beryantung pada langkaNangkah sebelumnya dan sesuai dengan kondisi daerch
masing-masing.)

5. Langkah Penetapan lnetrumen yang Digunakan dan Tata Cara
Penggunaannya
(Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan instrumen yang akan digunakan
dalam pengintegnsian SP/P berikut tata caril penggunaannya betdasafuan pada
langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada langkah penetapan prioitas
pengendalian dan besamya alokasi anggann.)

BAB V
PENGORGANISASIAN

BAGIAN I. STRUKTUR ORGA'I"SAS'
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, dibentuk Satuan Tugas
SPIP Pemerintah daerah baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat
perangkat daerah, yaitu :

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri:
Satuan tugas pada pemerintah daerah Kabupaten terdiri dari :

1. Satuan Tugas pada tingkat Pemerintah lGbupaten Kediri;
2. Satuan Tugas pada tingkat Perangkat Kabupaten Kediri.
Bentuk struktur organisasi SPIP pada pemerintah daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai
berikut:
Struktur organisasi SPIP pada Pemerintah Kabupabn Kediri:
Struktur organisasi SPIP pada pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut:
1. StruKur organisasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri :

a. Pengarah;
b. KetuaMakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Anggota.
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Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Pengarah adalah Bupati yang bertanggung jawab memberikan arahan atas

penyelenggaraan SPIP.
b. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan

mempunyai tugas fungsi antara lain sebagai penanggung jawab dan koordinator
pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPl, Bertanggung jawab secara
keseluruhan terhadap aktivitas penerapan SPIP dan memegang kebijaksanaan umum
penerapan SPIP.

c. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan
mempunyai fungsi sebagai, pembantu penanggung jawab pelaksanaan tugas
administrasi percepatan implementasi SPIP.

d. Anggota Satuan Tugas SPIP adalah pejabaUstaf daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan
mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana pelaksanaan tugas dan percepatan
implementasi SPIP, antara lain meliputi menyiapkan ran@ngan pelaksanaan
penerapan SPIP, Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan tugas lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan SPIP.

2. Strukur organisasi pada tingkat perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Kediri:
a. Ketua/l4/akil Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.
Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai
berikut :

a. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah pimpinan perangkat daerah dan mempunyai tugas
fungsi sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas dan
percepatan implementasi SPIP di lingkungan kerjanya

b. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan
perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai, pembantu penanggung jawab
pelaksanaan tugas administrasi percepatan implementasi SPIP.

c. Anggota Satuan Tugas SPIP adalah pejabaUstaf perangkat daerah yang ditunjuk oleh
pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana
pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPl.

BAGIAN II. TATA KERJA
Tata kerja yang ditetapkan dalam rangka penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah meliputi
tahapan sebagai berikut :

A, Tahap Percncanaan
Tahap Perencanaan adalah tahapan dimana rencana penerapan SPIP pada Pemerintah
Daerah dirancang dan ditetapkan, dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Ketua Satgas menyusun TOR/proposal penerapan SPIP untuk diajukan kepada
Penanggung Jawab penerapan SPIP, yang meliputi ruang lingkup, jadwal waktu
penerapan, SDM, pembiayaan termasuk daftar{umlah unit kerja yang akan
melakukan penerapan SPIP.

2. Pembuatan disain penerapan SPIP berdasarkan TORI/proposal penerapan SPIP yang
telah disetujui oleh Penanggung jawab penerapan SPIP.

B. Tahap pelaksanaan dan pengendalian
Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian adalah tahapan dimana disain penerapan SPIP
pada Pemerintah Daerah akan dilaksanakan. Pada pelaksanaan proses penerapan SPIP
tersebut perlu dikendalikan untuk tetap pada jalurnya serta dalam rangka percepatan
dan/atau pencegahan kegagalan penerapan SPIP.
Pengendalian penerapan pelaksanaan SPIP di tingkat pemerintah daerah dilakukan
secara intem, sedangkan pada tingkat perangkat daerah pengendaliannya dilakukan
oleh pemerintah daerah.
Terhadap pelaksanaan penerapan terdapat lnspektorat Kabupaten yang melaksanakan
pengawasan intern untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPI dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati. Pengawasan intern dimaksud meliputi audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
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C. Tahap Pelaporan dan evaluasi
Tahap Evaluasi adalah tahapan dimana terhadap pelaksanaan rencana penerapan
dilakukan evaluasi dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pada tingkat Pemerintah Daerah, setiap bulan Satgas Splp membuat laporan

pelaksanaan penerapan sPlP kepada Penanggung Jawab pelaksanaan penerapan
SPIP.

2. Pada bulan berikutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan splp oleh penanggung
Jawab Pelaksanaan Penerapan SPIP.

3. Pada tingkat Perangkat Daerah, setiap bulan satgas splp membuat laporan
pelaksanaan penerapan sPlP ditujukan kepada satgas splp pemerintah Daerah.

4. Pada bulan berikutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan splp oleh satgas splp
Pemerintah Daerah.

BUPATIKEDIRI,

ftd

HARYANT! SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH
Asisten Administrasi Umum
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DAFTAR UJI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No. Sub Unsur Lingkungan Pengendalian Cttn

A
1 @ienerapkan aturan perilaku serta kebiH€n lain yang

berisi ientang standar perilaku etis, pra6ik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat

diterima termasuk benturan kepentingan. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut
i. Itir2n peritaru tersiout sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaat dengan hal-hal seperti

pembayaran yang tidak wajar, ketayafan penggunaan sumber daya, benturan kePentingan,

kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan penerapan kecetmatan profesional.

U. Siara be*ata pegawai menandatangani pemyataan komifnen untuk menerapkan aturan

perilaku tersebut.
c. iregawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mengetahui perilaku yang dapat diterima

Oan' tiaaf dapat diterima, hukumin yang akan dikenakan terhadap perilaku yang tidak dapat

diterima dan tindakan yang harus dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap

oerilaku vano tidak daoat diterima.
2

etika yang baik.
c. Pimpihan Perangkat Daerah melakukan tindakan yang cepat dan tepat segera

timbulnva qeiala masalah

ngkat Daerah dan dikomunikasikan di

lingkungan perangliat tiaerah yang bersangkutan. Haphal yang perlu dipertimbangkan adalah

sebagai bedkut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah membina serta mendorong terciptanya budaya yang

menekankan penglngnya nilai-nilai integritas dan etika. Hal ini bisa dicapai melalui komunikasi

lisan dalam rdpat, Oisfirsi, dan mehlui keteladanan dalam kegiatan sehari-hari'

b. pegawai meniperlihatkan adanya dorongan sejawat untuk menerapkan sikap perilaku dan

3 ta badan legislatif' pegawai, rekanan, auditor,

Oan iinaf'hinnya ditaksinakan dengan tingkat etika yang tinggi. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a.' Laporan-keuangan, anggiran, dan pelaksanaan program yang disampaikan kepada. badan- 

Liisratit, tntansi pemelri-ntah, dan pihak yang berkepentingan disajikan dengan waiar dan

akurat.
b. Pimpinan Perangkat Daerah mengungkapkan masalah dalam instansi yang bersengkutan

serta menerima-komentar dan rekomendasi pada saat auditor dan evaluator melakukan

tugasnya.
c. Atis tLXurangan tagihan dari rekanan atau kelebihan pembayaran dari pengguna iasa

segera dilakukan Perbaikan.
d. Pe-rangkat Daerah memiliki proses penanganan tuntutan dan kepentingan pegawai secara

ceDat den teoat.
4 Uakan dan Prosedur-atau

atas petanggiran;tu;an perilaku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut 
.

a. plmpinii perangkat Daerah mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau

aturan perilaku.
o. Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah

sehingga pegawai mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan.
5 pimpinan Perangkat Oaerah menjelaskan dan

m"rip"rtanggur;gjawabkan adanya intervensi atau pengabaian atas pengendalian intem. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
i. i6rOapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang

diperkenankan melakukan intervensi dan pengabaian.

U. ln'tervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intem didokumentasikan secara lengkap

termasuk alasan dan tindakan khusus yang diambil.

c. CentaUaian pengendalian intem tida'k boleh dilakukan oleh pimpinan Perangkat .Daerah
tingliat bawair ticuati dalam keadaan darurat dan s€gera dilaporkan kepada pimpinan

Peianokat Daerah vano lebih tinooi, serta didokumentasikan. 

-

b n yang dapat mendorong

periiafu tioaf euj. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut ..
i.- pirpin"n i"r"ngk t Oleriti meneiaptan tu,uan yang realistis dan dapat dicapai dan tidak

menekan pegaw;i untuk mencapai tujuan lain yang tidak realistis'

O. Fi.pinin ijeirngkat Daerah se;uai d-engan kewenangannya memberikan penghargaan untuk

medingka0€n p6negakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika'

c. Komplnsasi din keiaikan jabatalr atau promosi didasarkan pada prestasi dan kinerja.



,"riv"r"Jir". iugas dan fungsi'pada masing-masing posisi dahm Perangkat Daerah. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikutj. Fih,pi.""' perangkit Daerah menglnalisis tugas yang pe u dilaksanakan atias suatu

peki4aan dan memberikan pertimbangan serta pengawasan yang diperlukan'

O. Fimplian perangkat Daerali menetapkan dan memutakhirkan uraian jabatan atau perangkat

enetapkan kegiatan yang.dib'l'hk".! YilYI

k setiap tugas dan fungsi pada masing-

masini poslsi dalam pLrangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai

berikut:
a- iingetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan diidentifikasi

dan diberitahukan kepada pegawai.

b. Terdapat proses uniuk memLstikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu

iabata'n telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan'
n unfuk membantu Pegawai

.".pEtt"t'inr"n dan' meir-ingkatkan rompetensi pekerlaannya Hal-hal yang pedu

e. Peqawai meridapat pembimOrngan yang obyekti

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. 

' terdapai program pelatiha-n yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawa

O. p"onif"i Dierah' sudah menelankan perlunya pelati_han berkesinambungan dan memiliki- 
,"fariisme pengendalian untuk membantu hemastikan bahwa seluruh pegawai sudah

menerima pelatihan Yang tepat.
c. iimpinan perangkaiDa;rah memilik keahlian manajemen yang dipertukan dan sudah dilatih

untdk memberikan pembimbingan yang efeKif bagi peningkatan kineria'

c. piniraian kineria didasarkan p,-aoa- penitaian atas fakbr penting pekerjaan dan dengan jelas-' 
mlngioentiftaii peke4aaan yang tenn dibksanakan dengan baik dan yang masih

alam Penerapan - 
SPIP, antara lain

p"n6"t"t n dan 
-petaporan 

keuangan, siitem manalemen informasi'.peng"l9!""1tp:91-d:l
p.ng",r"""n Uaii< intbm maupun-ekitem. HaFhal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai

berikut:
a-"iirpinan perangkat Daerah menyelenggarakan akuntansi dan anggaran untuk pengendalian

kegiatan dan evaluasi kineria.
O. piiyefengga.a akuntansi yang didesentralisasi memiliki tanggung jawab membuat laporan

kepada pe.iabat keuangan Pusat

". 
peii"rengba,,aan maria.lemen keuangan, akuntansi dan anggaran dikendalikan oleh pejabat
'penietotiieuangan sehingga terdapat sinkronisasi dengan barang milik negara'

O. Fm"pi"a" peranjkat Daerii menggunakan fungsi manajemen informasi untuk mendapatkan

data operasional yang pentng iin mendurung upaya penyempumaan sistem informasi

sesuai perkembangan teknologi informasi.
e. Firnpin"n perangkEt Daerah iremberi perhatian yang besar pada pegawai operasional dan

merieranran peitingnya pembinaan sumber daya manusia yang baik'

ffisponsif tertadap Pelaporan Yang

Oerfaitan dengin keuangan, penganggarin, 
-program, dan kegiatan Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
; " F*npfu; perangkat Daeih mengetahui dan ikut berperan dalam isu penting pada laporan-' teulngan serti mendukung pCnerapan prinsip-prinsip dan estimasi akuntansi yang

kon servatif.
b. Filpila; Perangkat Daerah mengungkapkan semua informasi keuangan, angg.aran' dan- 

prog,2, yang diperlukan agar kon'disi kegiatan dan keuangan Perangkat Daerah tersebut

dapat dipahami sePenuhnya.

". ifiain211 perangkat Daeiah menghindari penekanan pada pencapaian hasil-hasil jangka

pendek.
a. Figa;ii tiOrr menyampaikan laporan pencapaian targel yang tidak t"p"l ?t"i li1?!-?IY,Tl-,
e. paita tidak dibesar:bes;rkan dan estimasi anggaran tidak ditinggikan sehingga menJadi tdaK

2

o. I an Cttn

I KOMITMEN TERHADAP
1

2

3

4

E KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
1 FffipinanTerangkat Daerah memiliki sikap yang selalu mempertimbangl€n nslKo oa6m

^6nnamhilan keltrrhrsan

2
J

iliiir riili vano tiaak sah.

b



No. Sub Unsur Lingkunqan Pengendalian Cttn
7 Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti pengelolaan kegiatan

operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan intem, yang mungkin menunjukkan
adanya masalah dengan perhatian Perangkat Oaerah terhadap pengendalian intern. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. tidak adanya mutasi pimpinan Perangkat Daerah yang berlebihan yang berkaitan dengan

masalah-masalah pengendalian intern.
b. pegawai yang menduduki posisi penting tidak keluar (mengundurkan diri) dengan alasan

yang tidak terduga.
c. adanya tingkat perputaran (tumove4 pegawai yang tinggi yang dapat melemahkan

pengendalian intem.
d. perputaran pegawai yang tidak berpola yang mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan

Peranqkat Daerah terhadap penqendalian intern.
D STRUKTUR ORGANISASI
1 Struktur organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Struktur organisasi mampu memfasilitasi arus informasi di dalam Perangkat Daerah yang

bersangkutan secara menyeluruh.
b. Pimpinan Perangkat Daerah secara jelas menyatakan faktor-faktor yang menjadi

Dertimbanqan dalam menentukan tingkat sentralisasi atau desentralisasi organisasi.
2 Pimpinan Perangkat Daerah memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas kegiatan atau fungsi utama

sepenuhnya menyadari tugas dan tanggung jawabnya.

b. Bagan organisasi yang tepat dan terbaru yang menunjukkan bidang tanggung jawab utama
disampaikan kepada semua pegawai.

c. Pimpinan Perangkat Daerah memahami pengendalian intem yang menjadi tanggung
jawabnya dan memastikan bah\ ra pegawainya juga memahami tanggung jawab masing-
masino.

J Kejelasan hubungan dan jeniang pelaporan intem dalam Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah sebagai bedkut:
a. Hubungan dan jenjang pelaporan ditetapkan serta secara ehktff memberikan informasi yang

dibutuhkan pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Pegawai memahami hubungan dan jenjang pelaporan yang telah ditetapkan.
c. PimDinan Peranqkat Daerah dapat denqan mudah saling berkomunikasi.

4 Rimpinan Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap
struktur orqanisasi sehubunqan dengan p€rubahan lingkungan strategis.

5 Peiangkat Daerah menetapkan ,umlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah memiliki waKu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya.
b. Pegawai tidak boleh bekerja lembur secara berlebihan untuk menyelesaikan tugas yang

diberikan.
c. Pimpinan Perangkat Daerah tidak merangkap tugas dan tanggung jawab bawahannya lebih

dari satu oranq.
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1 Wewen-ng diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya

dalam rangka pencapaian tujuan tujuan Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dengan jelas di dalam Perangkat Daerah dan

dikomunikasikan kepada semua pegawai.
b. Pimpinan Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dan

bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.
c. Pimpinan Perangkat Daerah memiliki prosedur yang efektif untuk memantiau hasil

kewenanqan dan tanoqung iawab yang didelegasikan.
2 Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang

diterimanya terkait dengan pihak lain dalam Perangkat Daerah yang bersengkutan. Hal-hal yang
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. uraian tugas secara jelas menunjukkan tingkat wewenang dan tanggung jawab yang

didelegasikan pada jabatan yang be6angkutan.
b. uraian tugas dan evaluasi kinerla merujuk pada pengendalian intem terkait tugas, tanggung

iawab. dan akuntabilitras.
J eegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab

terkait dengan penerapan SPIP. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah s€bagai berikut:
a. eegawai, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, diberdayakan untuk mengatasi

masalah atau melakukan perbaikan.

J



No. Sub Umur Lingkungan Pengendalian Cttn
b. Untuk penyelesaian pekerjaan, terdapat keseimbangan antara pendelegasian kewenangan

vano diterima denqan keterlibatan oimpinan yanq lebih tinooi.
F KEBIJAKAN DAN PMKTIK PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Penetrapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.

HaFhal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai mengenai

kompetensi pegawai baru yang diperlukan atau berperan sertia dalam proses penerimaan
pegawai.

b. Perangkat Daerah sudah memiliki standar atau kriteria rekrutrnen dengan penekanan pada
pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika.

c. uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.

d. terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan program pelatihan berkesinambungan
untuk semua pegawai.
promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai didasarkan pada penilaian kinerja.
penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Perangkat
Daerah bersangkutan.
nilai integritas dan etika termasuk kriteria dalam penilaian kinerja.
pegawai diberikan umpan balik dan pembimbingan untuk meningkatkan kinerja serta
diberikan saran perbaikan.

i. sanksi disiplin atau tindakan pembimbingan diberikan atas pelanggaran kebijakan atau kode
etik.

i. oemberhentian Deoawai dilakukan sesuai denoan ketentuan perundano-undanqan.

e.
f.

s.
h.

2 Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan diberi perhatian khusus.
b. standar penerimaan pegawai harus mensyaratkan adanya investigasi atas catatan kriminal

cElon pegawai.
c. referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja sebelumnya harus dikonfirmasi.
d. iiazah Dendidikan dan sertifikasi Drofesi harus dikonfirmasi.

3 Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah memberikan panduan, penilaian, dan pelatihan di tempat keria

kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi
kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran.

b. Pimpinan Perangkat Deerah memasukan bahwa pegawai memahami dengan baik tugas,
tanqqunq iawab, dan harapan pimpinan Perangkat Daerah.

G PERWUJUDAN PEMN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
1 Di dalam Perangkat Daerah, terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas ketaatan, kehematian, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. aparat pengawasan intern pemerintah, yang independen, melakukan pengawasan atas

kegiatan Perangkat Daerah.
b. aparat pengawasan intem pemerintah membuat laporan

melaksanakan tugas pengawasan.
c. untuk meniaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan

berkala dilaksanakan telaahan seiawat.

hasil pengawasan setelah

intem pemerintah, secara

Di dalam Perangkat Daerah terdapat mekanisme peringatian dini dan peningkatan efektivitas
manaiemen risiko dalam Denyelenqqaraan tuqas dan fungsi Perangkat Daerah.

3 Di dalam Perangkat Daerah, terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
oenvelenqqaraan (oood oovemancc) tugas dan fungsi Peranqkat Daerah.

4 Hubungan keria yang baik dengan Perangkat Daerah yang mengelola anggaran, akuntansi dan
perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan lntansi Pemerintah yang

mengelola anggaran, akuntansi dan p€rbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara
berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intem serta kinerja.

b. Pimpinan Perangkat Daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah
vanq melaksanakan tranoqunq iawab pengendalian yang bersifat lintas instansi.

4



DAFTAR UJI PENILAIAN RISIKO

No. Sub Unsur Penllalan Resiko Cttn
A PENETAPAN TUJUAN INSTANSI SECARA KESELURUHAN
1 Firnpinan Perangkat Daerah menetapkan tujuan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada

perafuran perundang-undangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut
a. Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan tuiuan Perangkat Daerah secara keseluruhan dalam

bentuk misi, tujuen dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan
rencana kinerja tiahunan.

b. Tujuan Perangkat Daerah secara k€seluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan Perangkat Daerah secara keseluruhan harus cukup spesifik, terukur, dapat dicapai,
realistis, dan terikat waktu.

2 Seluruh tujuan Perangkat Daerah secara ielas dikomunikasikan pada semua pegawai sehingga
pimpinan Perangkat Daerah mendapatkan umpan balik, yang menandakan bahwa komunikasi
tersebut berialan secara efektif.

3 Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana

strategis Perangkat Daerah dan rencana penilaian risiko. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebagai berikut:
a. Rencana strategis mendukung tujuan Perangkat Daerah secara keseluruhan.
b. Rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya.
c. Rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan Perangkat

Daerah.
d. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran Perangkat Daerah, konsisten dengan

kondisi vanq teriadi sebelumnya dan kondisi saat ini.

4 Perangkat Daerah memiliki rencana stmtegis yang terpadu dan penilaian risiko, yang

mempertimbangkan tujuan Perangkat Daerah secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari
faKor intem dan ekstem, serta menetapkan suatu
struktur penqendalian penanganan risiko.

B PENETAPAN TUJUAN PADA TINGKATAN KEGIATAN
1 Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tuiuan dan rencana Strategis

Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Sehua kegiatan penting didasarkan pada tuiuan dan rencana strategis Perangkat Daerah

secaE keseluruhan.
b. Tujuan pada tlngkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan

tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
2 Tuiuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu

denoan lainnva.
J Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama Perangkat Daerah. HaL

hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Tuiuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan

kegiatan pendukung.
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif

serta kineria industri/bisnis yanq mungkin dapat diterapkan pada kegiatan Perangkat Daerah.
4 Tuiuan pada tinqkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran.

5 Tu.iuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi.
b. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan Perangkat Daerah harus memiliki

rencana untuk mendapatkannya.
6 Pimpinan PeEngkat Daerah mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiaten yang penting

terhadap keberhasilan tujuan Perangkat Daerah
secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan

Perangkat Daerah secara keseluruhan tercapai.
b. Tujuan pada tingkatan keghtan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara

khusus serta capaian kinerianya dipantau secara teratur oleh pimpinan Perangkat Daerah.
7 Semua tingkatan pimpinan Perangkat Daerah terlibat dalam proses penetapan tujuan pada

tinokatan keoiatan dan berkomitrnen untuk mencaoainva.
C IDENTIFIKASI RISIKO
1 Pimpinan Perangkat Daerah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan

Perangkat DaeEh dan hrjuan pada tingkaEn kegiatan secaE komprehensif. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Metode kualitatif dan kuanttatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan

peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala.

E
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Cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dianelisis, dan diatasi telah dikomunikasikan
kepada pegawai yang berkepentingan.
Pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan Perangkat Daerah.
ldentifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang'

serta rencana strategis.
ldentifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atias temuan audit, hasil evaluasi, dan
penilaian lainnya.
Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi

oerhatian pimoinan Peranqkat Daerah yang lebih tinggi.

c.
d.

2 nisifo Oari faktor ekstemal dan intemal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang

memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a.
b.

c.
d.

Perangkat Daerah mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi.
Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan

Perangkat Daerah, dan masyarakat sudah dipertimbangkan.
Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentiflkasi.
Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau findakan terorisme sudah
dipertimbangkan.

e. ldentifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah
dipertimbangkan.

f. Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan.
g. Risiko yang timbul dari interaksi dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak di luar

pemerintahan sudah dipertimbangkan.
h. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai Perangkat Daerah

sudah dipertimbangkan.
i. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses operasional atau perancangan ulang proses

operasional sudah dipertimbangkan.
j. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem

cadangan sudah dipertimbangkan.
k. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi.
l. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualilikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan

pegawai sudah dipertimbangkan.
m. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atjau pihak lain dalam pelaksanaan

kegiatan penting Perangkat Daerah sudah diidentifikasi.
n. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung iawab pimpinan Perangkat Daerah

sudah diidentifikasi.
o. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak beMenang terhadap aset yang rawan sudah

dipertimbangkan.
p. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
q. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program

laniutan sudah dioertimbanokan.
c Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau

keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan.
b. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan.
c. Risiko melekat pada misi Perangkat Daerah, program yang komplek dan penting, serta

kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.
4 Risiko Perangkat Daerah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah

diidentifikasi.
D ANALISIS RISIKO
I Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan

Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko

berdasarkan kegiatan sehari-hari.
b. Kriteria klasifikasi risiko rendah, menengah atau tinggi sudah ditetapkan.
c. Pimpinan dan pegawai Perangkat Daerah yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan

analisis risiko.
d. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan.
e. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan.
f. Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan

tingkatannya.
g. Cara terbaik mengelole atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan

sudah ditetapkan.
2 Pimpinan Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko

yang dapat diterima. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
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a.

b.

Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar Perangkat Daerah

tergantung dari varian dan toleransi risiko.
Pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan
pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penetapannya.
Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko s€cara keseluruhan
dan di setiaD Unqkatan keqiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau-

E MENGELOLA RISIKO SELAMA PERUBAHAN
1 perangl(at Daerah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentmkasi, dan bereaksi

terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi,
industri, peraturan, operasional atau kondisi lain
yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Perangkat Daerah secara keseluruhan
atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Semua kegiatan di dalam Perangkat Daerah yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh

perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya.
b. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditebpkan.
c. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani

pada tingkat yang cukup tinggi di dalam Perangkat Oaerah sehingga dampaknya terhadap
oroanisasi sudah dioertimbanqkan dan tindakan vanq lavak sudah diambil.

2 Perangkat Daerah memb€rikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan
yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Perangkat Daerah dan yang menuntut
perhatian pimpinan tingkat atas. Hal-hal yang periu dlpertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang

ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya
keluar-masuk pegawai di suatu bidang.

b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya
sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam
pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan.

c. Pimplnan Perangkat Daerah sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang
diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat sertia
pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan
strategis.

d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan
perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam
proses operasional.

e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat Perangkat Daerah akan memulai kegiatan
untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru.

f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah
ditetapka!.

DAFTAR UJI KEGIATAN PENGENDALIAN

No. Sub Umur Kegiatan Pengendalian Cftn
A PENERAPAN UMUM
1 Kebuakan dan prosedur yang ada berkaitan dengan kegiatan perangfat Daerah. ttat-nal yang

perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Semua tujuan yang relevan dan risikonya untuk masing-masing kegiatan penting sudah

diidentjftkasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.
b. Pimpinan Perangkat Daerah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang

diperlukan unfuk melangani risiko tersebut dan memberikan arahan peneftDannva.
2 Kegiatan pengendalian yang diidentifikasi sebagai nat yang dipenulan-udah aiteraptan. Ha

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur

sudah ditelapkan dengan tepat dan memadai.
b. Pegawai dan atiasannya memahamitujuan dari kegiatan pengendalian tarsebut.
c. Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang sudah ditetapkan dan

selalu waspada tofiadap adanya kegiatan p€ngendalian yang berlebih,n.
d. Terhadap penyimpangan, masalah dalam peneEtpan, atau informasi yang membutuhkan

tindak laniut, telah diambil tindakan secara tepat waktu.
a Kegiatanpengendaliansecaraberkaladievaluasiuntutm@n

tersebut rlasih sesuai dan berfungsi sebagaimana diharapkan.
B REVIU ATAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH YANG BERSANGKUTAN
1 Reviu pada Tingkat Puncak - Pimpinan eeran@

Perangkat Daerah tersebut dibandingkan rencana sebagai tolof ukur kinerja. Hal-hal yang perlu
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dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

tahunan.
b. Pimpinan Perangkat Daerah terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai.
c. Pimpinan Perangkat Daerah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana.
d. lnisiatif signifikan dari Perangkat Oaerah dipantau pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang

telah diambil.
2 Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan - Pimpinan Perangkat Daerah mereviu kinerja

dibandingkan tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah pada setiap tingkatan kegiatan mereviu laporan kinerja,

menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil
b. Pejabat pengelole keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional mereviu serta

membandingkan kineda keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang
direncanakan atau diharapkan.

c. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, antara lain seperti rekonsiliasi dan
Denoecekan keteoatan informasi.

c PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 Pemahaman bersama atas visi, misi, tuiuan, nilai, dan strategi Perangkat Daerah telah tercermin

dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah
dikomunikasikan secara ielas dan konsisten kepada seluruh peqawai.

2 Perangkat Daerah memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh dalam bentuk
rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan dokumen perenc€lnaan sumber daya manusia
lainnya yang meliputi kebijakan, progEm, dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi
panduan baqi Peranqkat Daerah tersebut.

3 Perangkat Daerah memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan
eksplisit, yang dikaitkan dengan keseluruhan rencana strategis, dan yang memungkinkan
dilakukannya identifikasi kebutuhan pegawai baik pada saat ini maupun di masa mendatanq.

4 Perangkat Daerah telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan
untuk setiap posisi pimpinan.
Pimpinan Perangkat Daerah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Perangkat
Daerah, dan mendorong adanya umpan balik dari pegawai.

A Sistem manajemen kinerja Perangkat Daereh mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan perangkat
Daerah yang dirancang sebagai panduan bagi pegawai dalam mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.

7 Perangkat Daerah telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi
yang tepat yang direkrut dan dipertahankan.

I Pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jaurab, meningkatkan kinerja meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntutan
kebutuhae organasasi yang berubah-ubah.

I Sistem kompensasi cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, aan mempertanantan
pegawai serta insentif dan penghargaan disediakan untuk mendorong pegawai melakukan tugas
dengan kemampuan maksimal.

10 Perangkat Daerah memiliki program kesejahteraan dan fasititas untuk rneningfatfan kepuasan
dan komitrnen pegawai.

11 Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untur mCrnastiran oatrwa tuluan
pengendalian intem bisa dicapai.

12 Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan batik yang bermarna,Julurl-an ronstruktf ui r-
membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan lnstansi
Pemerintah.

13 Pimpinan Perangkat Daerah melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai
dengan kompetensi yang diperluken.

D PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
1 Pengendalian Umum
a Pengamanan Sistem lnformasi
1) Perangkat Daerah secara berkala melaksanakan penilaian dii[o secara perloOif Vang

komprehensif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut
a) Penilaian risiko dilaksanakan dan didokumentasikan secara teratur dan pada saat sistem,

fasilitas, atau kondisi hinnya berubah.
b) Penilaian risiko tersebut sudah mempertimbangkan sensitivitias dan keandalan data.c) Penetapan risiko aEhir dan persetujuan pimpinan peranqkat Daerah didokumentasikan.

2) Pimpinan Perangkat Daerah mengembangkan rencana yang secara letas rnenggarnbartan
progftlm pengamanan gerta kebijakan dan prosedur yang mendukunonya.

3) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan organisasi untuk mengimplEmentasikan dan mengelola
program pengamanan.

4) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan uraian tanggung lawab pengarnanan secara lelas
5) Perangkat Daerah mengimplementasikan kebiiakan yang efektif atas peg-Giyang terkait derEan

8
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program pengamanan.

6) @s progr.lm pengamanan dan melakukan perubahan

progra-m pengamansn jika diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

iy -eimpliran- 
eerangkat Daarah secara berkala menilai kelayakan kebiiakan pengamanan dan

kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.
b) Tiidakan korektif diterapkan dan diuji dengan segera dan efektif serta dipantau secara terus-

menerus.
b Penqendalian atas Akses
1) aya sistem infiormasi berdasarkan kepentingan

dan se;sitivitasnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
..

a) Klasifikasi stimber daya dan friterla terkait sudah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada

pemilik sumber daya.
b) 'pemilik 

sumber daya memilah-milah sumber daya informasi berdasarkan klasifikasi dan kriteria

yang sudah diteiapkan dengan mempefiatikan penetrapan dan penilaian risiko serta

mendokumentasikannva.
2) an otorisasi akses ke informasi

secara frormal.

3) ngendalian logik untuk mencegah dan

mendeteksi akses vano tidak diotorisasi.
4\ sl mehkukan investigasi atas pelanggaran,

dan menoambil tindakan oerbaikan dan penegakan disiplin.

c PenAddalian atas Pensembatigan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi

1

2\
3) @pkanproSeduruntukmemastikanterselenggaranya.pengendalian

atas kipustakaan perangkat luhak (soltware ,braflbs) termasuk pemberian label, pembatasan

akses. dan Denoounaan keoEtiakaan Deranqkat lunak yang terpisah.

D ffi
) @ ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab

oekeriaan dan otorisasi akses tersebut didokumentasikan.

2) Akses ke dan oenqqunaan perangkat lunak sistem Ete!!q!t9!-qe!-!!Penta!j-
3)

Pemisahan Tugas
1) Tugas yanilEeklapat digabungkan sudah diidentifikasi dan kebi.,akan untuk memisahkan tugas

tersebut sudah ditetaokan.
2\
3) Ferangkemaerah melakukan pengendalian atias kegiatan pegawai melalui penggunaan proseour'

suoervisi- dan reviu.
f Kontinuitas Pelayanan ,

1) TerangkatEaerah mekikukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya

oendukuno atas keqiatan komputerisasi yang kritis dan sensltit
2) ahan dan minimalisasi Potensi

kerusikan dan terhentinya operasi kompuier antara lain melalui penggunaan prosedur.backup

data dan program, penfimpinan back-up data di tempat lain, pengendalian atas lingkungan,

oelatihan staf. serta penqelolaan dan pemeliharaan perangkat keras.

3) n dan mendokumentasikan rencana

koniprehensif unluk mengatasi kejadian tidak terduga (contingencyplan), misalnya langkah

oenoamanan aDabila teriadi bencana alam, sabotiase, dan terorisme.

4l uk mengatasi ke,adian tidak terduga dan

melakukan Denvesuaian iika dioerlukan.
2 Penqendalian Aplikasi
a Pengendalian Otorisasi
1) @idokumenSumber.Hal-halyangperludipertimbangkanadalah

sebagai berikut:
a) Akses ke dokumen sumber yang masih kosong dibatasi. 

.bi Dokumen sumber diberikan nomor urut tercetak lorenumbercdl.

2) pertu dipertimoangkan adalah sebagai

berikut:
a) Dokumen sumber yang penting memerlukan tanda tangan otorisasi.

Ui Untrf sistem aptikasi 
'Datcfri 

harus digunakan lernbar kendali bafcr, yang menyedhkan

informasi seperti tanggal, nomor kendali, jumlah dokumen, dan jumlah kendali (co,f/o, fofals

dari ferd kunci.
c) Reviu independen terhadap data dilakukan sebelum data dientti ke dalam sistem aplikasi'

3) ffi.
4)

-Frmauk d-an-hporan khusus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dlproses

telah diotorisasi.

I
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No. Sub Unsur Keqiatan Penoendalian Cttn
B Penqendalian Kelenokapan
1) Transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah

diotorisasi.
z',) Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memverifikasi kelengkapan data.
c Penqendalian Akurasi
1) Desain entri data diqunakan untuk mendukunq akurasi data.
2\ Validasi data dan editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi data yang salah.
3) Data vanq salah denqan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan diperbaiki.
4) Laporan keluaran direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.
D Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Da!6
1) Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa hanya program dan firo data versi terkini yang

diqunakan selama pemrosesan.

2) Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi f/e komputer yang
sesuai vanq diounakan selama Demrosesan.

3) Terdapat program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header /abers sebelum
0emrosesan.

4\ Terdapat aplikasi yang mencegah perubahan fire secara bersamaan.
E PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET
1 Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan

rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. HaLhal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan, dan

dikomunikasikan ke seluruh pegawai.
b. Perangkat Daerah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset

infrastru ktur.
c. Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak seperti uang tunai, surat

berharga, perlengkapan, peEediaan, dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses ke aset
tersebut dikendalikan.

d. Aset seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan secara
periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan diperiksa
secara teliti.

e. Uang tunai dan surat berharga yang dapat diuangkan diiaga dalam tempat terkunci dan akses
ke aset tersebut secara ketat dikendalikan.

f. Formulir seperti blangko cek dan Surat Perintah Membayar, diberi nomor urut tercetak
(prenumberedl, secara fisik diamankan, dan akses ke formulir tersebut dikendalikan.

g. Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan secara fisik dilindungi dan aksesnya
dikendalikan dengan ketat.

h. Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan dilekatkan atau dalindungi dengan cara
lainnya.

i. ldentitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan, dan inventaris kantor lainnya.
j. persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi

dari kerusakan.
k. Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakan alarm kebakaran dan sistem

pemadaman kebakaran.
l. Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, atau pengendalian fisik

lainnya.
m. Akses ke fasilitas di luar iam keria dibatasi dan dikendalikan.

2 Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan
rencana pemulihan setelah bencana (d,sasfer recovery plan) kepada seluruh pegawai.

F PENETAPAN DAN REVIU INDIKATOR DAN
UKURAN KINERJA

1 Ukuran dan indikator kineria ditetapkan untuk tingkat Perangkat Daerah, kegiatan, dan pegawai.

2 Perangkat Daerah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan
ukuran dan indikator kineria.

J Faktor penilaian pengukuran kineda dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faKor tersebut seimbang
dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk
mencapai tuiuan denqan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

4 Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan
selisihnva dianalisis lebih laniut.

G PEMISAHAN FUNGSI
Pimpinan Perangkat Daerah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak
dikendalikan oleh 1 (satu) oranq. Hal-hal vanq perlu dipertimbanqkan adalah sebagai berikut:

1 Tidak seoranqoun dioerbolehkan menqendalikan seluruh aspek utama transaksi atau keiadian.
2 Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda

yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau
Demerimaan dana. reviu dan audit, serta fungsi-funqsi penyimpanan dan penanganan aset.
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No. Sub Unsur Keglata! Pengendalian Cttn
J Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya

checks and balancos.
4 Jifa rnernungt<inkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat

berharaa. dan aset berisiko tinqqi lainnya.
Saldo banf direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan,

oenoeluaran. dan oenyimpanan kas.
pimpinan Peiingkat Daerah mengulangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran

bahwa kolusi menqakibatkan ketidakefektifan pemisahan fu ngsi.

H OTORISASI ATAS TMNSAKSI DAN KEJADIAN YANG PENTING
TtmFfien Perangkat Daerah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi
kepadapeqawai.Hal.halyangperludipertimbangkanadalahseL

1 Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang

valid diDroses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan PeranglqlQaq?I-
2 Terdapat pengendanan untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang

dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup

otoritasnya.
c -tdEst yang secaE=peaifik memuat kondisi dan syarat otorisasi dikomunikasikan secara jelas

keDada Dimpinan dan peqawai Perangkat Daerah
4 feraapat persyaAtan otorisasi yang sejalan dengan arahan dan dalam batasan yang ditetapkan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Perang
I PENCATATAN YANG AKUMT DAN TEPATWAKTU ATAS TMNSAKSI DAN KEJAPIAN

1 Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap

relevan, bemilai, dan berguna bagi pimpinan Perangkat Daerah dalam mengendalikan kegiatan

dan dalam pengambilan keputusan.
2 Klasifikasi dan pencatatan vanq tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus
J Otorisasi transaksi atau feladian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan

klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.
J PEMBATASAN AKSES ATAS SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA

Pimpinan Perangkat Daerah memberikan akses hanya kepada pegawai yang ben renang dan
melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
adalah sebaqai berikut:

1 nisixo penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke
sumber dava dan oencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.

2 PenetjaDan oembatasen akses untuk Denvimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.
c Empinan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan

dioindahkan. kemudahan ditukarkan ketika menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat.
K AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA

Pimpinan Perangkat Daerah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap
penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut
secara berkala. Hal-hal vanq perlu dipertimbanqkan adalah sebagai berikut:

1 Pertenggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan
Deqawai khusus.

2 Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu
dan dipelihara.

3 Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk
menentukan kesesuaiannya dan, iika tidak sesuai, dilakukan audit.

4 Pimpinan Perangkat Oaerah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas
akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam organisasi dan meyakinkan bahwa
petuqas tersebut memahami tangqung iawabnya.

L DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN SERTA TRANSAKSI
DAN KEJADIAN PENTING
Pimpinan Perangkat Daerah memiliki, mengelola, memelihera, dan secara berkala memutakhirkan
dokumentrasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian lntern serta transaksi dan kejadian
Dentino. Hal-hal vanq Derlu diDertimbanqkan adalah sebaqai berikut:

1 Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian lntem Perangkat Daerah dan
seluruh transaksi dan keiadian Dentino.

2 Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa.
a Dokumentiasi atas Sistem Pengendalian lntem mencakup identifikasi, peneEpan, dan evaluasi

atas tujuan dan fungsi Perangkat Daerah pada tingkatan kegiabn serta pengendaliannya yang
tercermin dalam kebiiakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.

4 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian lntem mencakup dokumentasi yang menggambarkan
sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan
oenoendalian aDlikasi.

5 Terdapat dokumentasi alas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga
memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan,
hinoqa oenvelesaian.
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6

-Terdapat 

dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis, yang berguna bagi
pimpinan Perangkat Daerah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang terlibat
dalam evaluasi dan analisis kegiatan.

7 Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan sec.rra
berkala.

DAFTAR UJI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Sub Unsur lnfomasl dan Komunlkasl Cttn
A INFORMASI
1 lnformasi dari sumber intemal dan ekstemal didapat dan disampaikan kepada pimpinan

Perangkat Daerah sebagai bagian dari pelaporan Perangkat Daerah sehubungan dengan
pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetrapkan. Hal-hal yang p€rlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. lnformasi intemal yang penting dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah, termasuk

informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan yang kritis, sudah diidentifikasi
dan secara teratur dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.

b. Perangkat Daerah sudah mendapatkan dan melaporkan kepada pimpinan semua informasi
ekstemal relevan, yang dapat mempengaruhi tercapainya misi, maksud, dan tujuan
Perangkat Daerah, terutama yang berkaitan dengan perkembangan perafuran perundang-
undangan serta perubahan politik dan ekonomis.

c. Pimpinan Perangkat Daerah di semua tingkaten telah memperoleh informasi intemal dan
ekstemal vanq diDerlukan.

2 lnformasi terkait sudah diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan kepada pihak yang berhak
dengan rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan mereka
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah sudah menerima informasi hasil analisis yang dapat membantu

dalam mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan.
b. lnformasi sudah disiapkan dalam benfuk rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan pimpinan

Perangkat Daerah.
c. lnformasi yang relevan diringkas dan disajikan secara memadai sehingga memungkinkan

dilakukannya pengecekan secara rinci sesuai keperluan.
d. lnformasi disediakan tepat waKu agar depat dilaksanakannya pemantauan kejadian,

kegiatan, dan transaksi sehingga memungkinkan dilakukannya tandakan korektif secara
cepat.

e. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap suatu program sudah menerima infomasi
operasional dan keuangan untuk membantu mengukur dan menentukan pencapaian rencana
kinerja strategis, tahunan dan target Perangkat Daerah sehubungan dengan
pertanggungjawaban penggunaan sumber daya.

f. lnformasi operasional sudah disediakan bagi pimpinan Perangkat Daerah sehingga mereka
dapat menentukan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

g. lnformasi keuangan dan anggaran yang memadai sudah disediakan guna mendukung
penyusunan pelaporan keuanqan intemal dan ekstemal.

B KOMUNIKASI
1 Pimpinan Perangkat Daerah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efeKif_ HaL

hal yang pedu dipertimbangkan adalah sebagai b€rikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan

organisasi bahwa tanggung jawab pengendalian intem adalah masalah penting dan harus
diperhatikan secarEl se us.
Tugas yang dibebankan kepada p€gawai sudah dikomunikasikan dengan jelas dan sudah
dimengerti aspek pengendalian intemnya, peranan masing-masing pegawai, dan hubungan
pekerjaan antar pegawai.
Pegawai sudah diinformasikan bahwa, jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam
pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapl
juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan potensial pengendalian intem bisa
diidentifkasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut
terhadap Perangkat Daerah.
Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah
dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai.
Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya,
dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan Perangkat Daerah untuk mendengar keluhan
sebagai bagian dari proses manajemen.
Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar
dan meniamin adanya komunikasi yanq lancar antar keoiatan funqsional.

t.
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No. Sub Unsur lnformasi dan Komunikasi Cttn
g- pegawaimengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berftingsi

apabila jalur informasi normal gagal digunakan.
n Pegawa'i mengetahui adanya iaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (repf,sa4 jika

meiaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar' atau penyimpangan.

i. Adanya mekanisme ying memungkinkan pegawai menyampaikan rekomendasi
peny6mpumaan kegiatan, dan pimpinan Perangkat Daerah memberikan penghargaan

iernldaf rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya.
j. Pimpinan Perangkat baeran sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern- 

pemerintah, dan ierus melaporkan kepada aparat pengawasan intem pemerintah mengenai

kineria, risiko, inisiatf penting, dan kejadian penting lainnya.
2 @emastikanbahwasudahterjalinkomunikasiekstemalyang

efeitif yang memiliki dampak signifkan terhadap prog6tm, proyek, operasi dan kegiatian lain

termasuk penganggaran dan pendanaannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Adanya seluran komunikasa yang terbuka dan efeKif dengan masyarElkat, rekanan, konsultan,

dan aparat pengawasan intem pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan
masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Perangkat Oaerah.

b. Semua pihak ekstemal yang berhubungan dengan Perangkat Daerah sudah diinformasikan
mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar,
seperti pembe an komisi, tidak diperkenankan.

c. Komunikasi dengan eksEmal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya
pengendalian intem.

d. Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti
dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian.

e. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan
intern p€merintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan
ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diidentifikasi.

f. Komunikasi dengan badan legislatif, Perangkat Oaerah pengelola anggaran dan
perbendaharaan, Perangkat Daerah lain, media, dan masyalakat harus berisi informasi
sehinooa misi. tuiuan. risiko vano dihadaDi Peranqkat Daerah lebih daDat dipahami.

C BENTUK DAN iANA KOMUNII(ASI
1 Pimpinan Perangkat Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana

mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Hal- hal yang
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

dalam
perlu

a. Pimpinan Perangkat Daerah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektit
berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan
pengumuman, situs intemet dan intranet, rekaman video, s.mail, dan arahan lisan.

b. Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan
dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian
intem.

2 Perangkat Daerah mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sisbm informasi untuk
meningkad(an kegunaan dan keandalan komunikasi inficrmasi secaE terus menerus. Hal-hal
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Manajemen sistem inbrmasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem

informasi yang merupakan bagian dari rencana strategis Parangkat Daerah secara
keseluruhan.

b. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi.
c. Sebagai bagian dari manajemen iniormasi, Perangkat Daerah telah memantau, menganalisis,

mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat
memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien.

d. Pimpinan Perangkat Daerah secara terus menerus memantiau mutu informasi yang dikelola,
diukur dari seqi kelavakan isi. keteDatan waktu. keakuratan. dan kemudahan aksesnva.

3 Dukungan pimpinan Perangkat Daerah terhadap pengembangan teknologi informasi ditunjukkan
dengan komitrnennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap
uoava Denoembanoan tersiebut.
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DAFTAR UJI PEMANTAUAN
A PEMANTAUAN BERKELANJUTAN Cttn
1 Pimpinan Perangkat Daerah memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan

efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan teridentifikasi atau pada saat
sistem berada dalam keadaan kritis, serta pada saat pengujian s€cara berkala diperlukan. Hal-hal
yang pedu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Strategi pimpinan Perangkat Daerah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan

mengendalikan pencapaian tuiuan.
b. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau

operasional bahwa mereka bertanggung ja,ab atas pengendalian intern dan pemantauan
efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teretur dan setiap
hari.

c. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program
bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intem dan bahwa tugas mereka adalah
untuk memantau efeKivitas kegiatan pengendalian secara teratur.

d. Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem
pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus.

e. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan
Denoendalian atas keoiatan oDerasi Dentino dan sistem oendukuno DencaDaian misi.

2 Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai Perangkat Daerah mendapatkan informasi
berfungsinya pengendalian intem secara efeKif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a. Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan datra laporan keuangan dan

anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan
Perangkat Daerah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa
mengindikasikan adanya masalah pengendalian intem.

b. Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi
kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan
informasi yang didapat dari sistem inbrmasi dan menindaklanjuti semua ketidakekuratan atau
masalah lain yang ditemukan.

c. Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit dan bertanggung
iawab iika ditemukan kesalahan.

o Komunikasi dengan pihak ekstemal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal
atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intem. HaLhal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Perangkat Daerah harus diselidiki.
b. Badan legislatif dan badan pengawas mengkomunikasikan informasi kepada Perangkat Daerah

mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intem dan
pimpinan Perangkat Daerah menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan.

c. Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul
harus direviu.

4 Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat membantu mengawEsi fungsi pengendalian
intem. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pengeditan dan pengecekan otomatis s€rta kegiatan penatausahaan digunakan untuk

membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi.
b. Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan.
c. Aparat pengawasan intem pemerintah harus independen dan memiliki wewenang untuk

melapor langsung ke pimpinan Perangkat Oaerah dan tidak melakukan tugas operasional
apapun bagi kopentingan pimpinan Peranqkat Daerah.

5 Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan
aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri. HaFhal yang perlu dipertimbangkan adalah
sebagai berikut:
a. Tingkat persediaan barang, perlengkapan, dan aset lainnya sudah dicek secara berkala; selisih

antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih
tersebut harus dUelaskan.

b. Frekuensi pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan
aset-

c. Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain
dibebankan kepada orang yang ditugaskan.

6 Pimpinan Perangkat Daerah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi
penyempumaan pengendalian intemal yang secara teEtur dib€rikan oleh aparat p€ngawasan
intem pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya.

7 Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian
intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang

muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan
digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem
pengendalian intern.
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b. Saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

c. Pimpinan Perangkat Daerah mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kelemahan
penqendalian intem dan melaporkannya ke atasan langsungnya.

8 Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi
kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik.
b. Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi pengendalian intem

oentinq. misalnva rekonsiliasi.
B EVALUASI TERPISAH
1 Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intem secara terpisah telah memadai bagi

Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang bertelanjutan dipertimbangkan saat

menentukan lingkup dan ftekuensi evaluasi terpisah.
b. Kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat adanya kejadian misalnya

perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan
Perangkat Daerah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan
ang9aran.

c. Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intem secara memadai.
d. Evaluasi terpiseh dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyarauGn

dan dapat melibatkan aparat pengawasan intem Demerintah atau auditor ekstemal.
2 Metodologi evaluasi pengendalian intern Perangkat Daerah haruslah logis dan memadai. Hal-hal

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Metodologi yang dipergunakan telah mencakup serf assessmerf dengan menggunakan daftar

periksa (check /,:sf), dafrar kuesioner, atau perangkat lainnya.
b. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan pengendalian intem dan

pengujian langsung (direct testingl atds kegiatan pengendatian intem.
c. Dalam Perangkat Daerah yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi

terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk
mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan, atau penyalahgunaan.

d. Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan terlaksananya
kegiatan tersebut secara terkoordinasi.

e. Jika proses evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai Perangkat Daerah, maka harus dipimpin
oleh seorang pejabat dengan kewewenangan, kemampuan, dan pengalaman memadai.

f. Tim evaluasi terpisah harus memahami secara memadai mengenai visi, misi, dan tujuan
Perangkat Daerah serta kegiatannya.

g. Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intem perangkat Daerah
seharusnya berkerja dan bagaimana implementasinya.

h. Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah
ditetapkan.

i. Proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya.
J JikaevaluaSiterpisahdilaksanakanolehaparatpengaw@

pengawasan intem pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya, kemampuan, dan
independensi yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Aparat pengawasan intem pemerintah memiliki staf dengan tingkat kompetensi dan

pengalaman yang cukup.
b. Aparat pengawasan intem pemerintah secara organisasi independen dan melapor langsung ke

pimpinan tertinggi di dalam Perangkat Daerah.
c. Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana pengawasan aparat pengawasan intern

pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan perangkat Daerah yang bersanqkutan.
4 KelemahanyangditemukanSelamaeValuasiterpisah@

dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang bertanggung jawab

atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya.
b. Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan

tertinggi Perangkat Daerah.
c PENYELESAIAN AUDIT
1 PerangkatDaerahsudahmemilikimekanismeuntukmey-r@

atau_reviu lainnya dengan segera. Hal-hal yang pedu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:a. Pimpinan Perangkat Daerah segera mereviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian,
dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya
perbaikan.

b. Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti
temuan dan rekomendasi.

c. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhatian pimpinan perangkat
Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu yang datetapkan.
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d. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dengan temuan atau rekomendasi, pimpinan Perangkat
Daerah menyatakan bahwa temuan atau rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu

ditindaklanjuti.
e. Pimpinan Perangkat Daerah mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan auditor

(seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor ekstemal lainnya) dan pereviu

iika divakini akan membantu dalam oroses penyelesaian audit.
2 Pimpinan Perangkat Daerah tanggap tefiadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya

guna memperkuat pengendalian intem. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut:
a. Pimpinan Perangkat Daerah yang berwenang mengevaluasi temuan dan rekomendasi dan

memutuskan tindakan yang layak untuk memperbaiki atau meningkatkan pengendalian.
b. Tindakan oenoendalian intem vano dioerlukan. diikuti untuk memastikan DeneraDannva.

3 Perangkat Daerah menindaklanjutitemuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi dengan segera.
b- Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau rekomendasi diteliti oleh pimpinan Perangkat

Daerah.
c. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi atau mengatasi penyebab terjadinya temuan.
d. Pimpinan Perangkat Daerah dan auditor memantiau temuan audit dan reviu serta

rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.
e. Pimpinan Perangkat Daerah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit dan

reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap
rekomendasi.
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